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SALINAN

WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam
Lingkungan Daerah Tingkat II Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

5. Peraturan ...



S.

10.

11.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050 — 3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi dan Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016
Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2020
Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

Kota adalah Kota Palembang.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang

3. Dewan ...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Palembang.

Walikota adalah Walikota Palembang.

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Palembang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan adalah Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kota Palembang.

Inspektur adalah Inspektur Kota Palembang.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Palembang.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Palembang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Palembang, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode
S (lima) tahun terhitung mulai tahun 2018 sampai dengan
tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP
adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palembang, yang
selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan
Kota Palembang untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun
2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Kota dan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang selanjutnya disingkat KUA-APBD adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode
1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat
Daerah setelah disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

(1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu

pada Rencana Kerja Pemerintah, memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,

rencana...



rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Kota maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi:
a. acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana
kerja Perangkat Daerah Tahun 2022; dan
b. pedoman bagi Pemerintah Kota dalam penyusunan
Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran

2022:

a. Pemerintah Kota menggunakan RKPD sebagai bahan untuk
menyusun rancangan KUA Tahun 2022 dan rancangan PPAS
Tahun 2022;

b. rancangan KUA Tahun 2022 dan rancangan PPAS Tahun
2022 merupakan materi pokok yang diajukan kepada DPRD
yang berfungsi sebagai bentuk pembicaraan pendahuluan
Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022; dan

c. KUA APBD Tahun 2022 dan PPAS Tahun 2022 yang telah
dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kota dan
DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang
ditandatangani bersama oleh Walikota dan Pimpinan DPRD.

Pasal 4

Dalam hal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf b, berbeda dengan KUA APBD dan PPAS Tahun Anggaran
2022 hasil pembahasan dengan DPRD maka KUA-APBD dan
PPAS Tahun Anggaran 2022 hasil pembahasan dengan DPRD
menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota dalam menyusun
Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulanan dan
tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang
berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja
dari masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan
dalam RPJMD.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan, Inspektur dan Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat
14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang

bersangkutan.
(3) Laporan ...



(3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan
bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya
yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Juni 2021

WALIKOTA PALEMBANG,
ttd
HARNOJOYO
Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2021 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
~SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,

ALLAN GUNERY
NIP. 198403232002121001
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